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JAKARTA (IM) - Video dan 
foto berkonten pornografi  beredar 
massif  di internet, situs perpesanan 
hingga media sosial. Kemuncu-
lannya lantas menghebohkan 
masyarakat, terutama sosok dalam 
video mirip dengan orang terkenal, 
tokoh atau selebritis. Kemenkum-
ham di situsnya membahas tentang 
hal ini. Disebutkan, ketentuan 
tentang pornografi  secara khusus 
diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi .

Dalam Undang-Undang No-
mor 44 Tahun 2008 tentang Por-
nografi, yang dimaksud dengan 
pornografi  adalah gambar, sketsa, 
ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 
gambar bergerak, animasi, kartun, 
percakapan, gerak tubuh, atau ben-
tuk pesan lainnya melalui berbagai 
bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang 
memuat kecabulan tau eksploitasi 
seksual yang melanggar norma ke-
susilaan dalam masyarakat.

Larangan membuat dan me-
nyebarluaskan video yang bermua-
tan pornografi  seperti persetubu-
han atau persenggamaan diatur 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf  a.

Dalam Pasal tersebut di-
katakan: setiap orang dilarang 
memproduksi, membuat, memper-
banyak, menggandakan, menye-
barluaskan, menyiarkan, mengim-
por, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, 
atau menyediakan pornografi  yang 
secara eksplisit memuat; huruf  a. 
persenggamaan, termasuk persen-
ggamaan yang menyimpang. 

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat 
(1) bahwa yang dimaksud membuat 
adalah tidak termasuk untuk dirinya 
sendiri dan kepentingan sendiri.

Ini Hukuman bagi Pembuat dan
Penyebar Foto dan Video Porno

Menurut ICW, seharusnya Edhy Prabo-
wo dijatuhi hukuman penjara seumur 
hidup serta pencabutan hak politik 
selama 5 tahun.  

ICW Berharap Vonis terhadap Edhy Prabowo
Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa 5 Tahun Bui

JAKARTA (IM) - Indo-
nesia Corruption Watch (ICW) 
berharap majelis hakim Penga-
dilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Jakarta, menjatuhkan 
hukuman yang lebih berat 
dari tuntutan jaksa terhadap 
mantan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Edhy Prabowo.

Peneliti ICW Kurnia Ra-
madhana menilai tuntutan jaksa 
terlalu rendah. Dalam kasus 
dugaan suap terkait ekspor ben-
ing lobster, Edhy dituntut hanya 
lima tahun penjara, denda Rp 
400 juta subsider 6 bulan ku-
rungan dan biaya pengganti Rp 

9,68 miliar. Jika Edhy tidak bisa 
membayar, maka diganti pidana 
penjara dua tahun.

“Praktik kejahatan yang di-
lakukan oleh mantan Menteri Ke-
lautan dan Perikanan itu melam-
paui tuntutan dari Jaksa Penuntut 
Umum,” kata Kurnia kepada 
wartawan di Jakarta, Rabu (14/7).

Kurnia mengungkapkan se-
jumlah alasan mengapa majelis 
hakim harus mengabaikan tuntu-
tan jaksa. Salah satunya, tindakan 
korupsi dilakukan di tengah wa-
bah pandemi Covid-19. Kemu-
dian, jumlah uang yang diperoleh 
Edhy sekaligus jabatannya sebagai 

kan hukuman lima tahun penjara 
kepada mantan Edhy Prabowo. 

Tuntutan itu dibacakan jaksa 
di Pengadilan Tipikor pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 
Selasa (29/6) lalu. Dalam tuntu-
tannya jaksa berpendapat bahwa 
Edhy Prabowo sebagai terdakwa 
terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama.

“Menyatakan bahwa ter-
dakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melaku-
kan tindak pidana korupsi 
secara bersama-sama,” kata 
jaksa, Selasa.

Menurut jaksa, Edhy Prabo-
wo terbukti melanggar Pasal 12 
huruf  a Undang-Undang RI 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang RI 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Un-

JAKARTA (IM) - Panglima 
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto 
mengapresiasi upaya mahasiswa 
yang ikut membantu pemerintah 
dalam upaya percepatan program 
vaksinasi nasional. Panglima TNI 
berharap, informasi terkait vaksi-
nasi Covid-19 dapat disebarkan ke 
seluruh penjuru Indonesia. Hadi 
menyampaikan hal ini saat melaku-
kan peninjauan vaksinasi bersama 
Menkes Budi Gunadi Sadikin dan 
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit 
Prabowo, di Gelanggang Remaja 
Bulungan, Rabu (14/7).

“Terima kasih kepada para 
mahasiswa yang sudah menjadi 
pelopor dalam pelaksanaan vak-
sinasi nasional, mudah-mudahan 
pelaksanaan vaksinasi nasional 
ini terus bisa dilaksanakan dan 
diinformasikan kepada seluruh 
mahasiswa di Indonesia untuk 
sama-sama mendukung dan 
melaksanakan vaksinasi nasion-
al,” ujar Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pelaksanaan vaksinasi di 
Gelanggang Remaja Bulun-
gan ini diprakarsai oleh Badan 
Eksekutif  Mahasiswa (BEM) 
Nusantara dan BEM Seluruh 
Indonesia yang melibatkan Em-
pat Pilar. Target yang diinginkan 
adalah 2.000 orang per hari.

Dalam kesempatan itu, 
Panglima TNI beserta rom-
bongan mengunjungi sentra 
vaksinasi di Gedung Smesco 
di Jakarta Selatan. Di lokas 
Panglima TNI dan rombongan 
disambut oleh Anne Patricia 
Sutanto selaku Ketua Pelaksana 
Vaksinasi di tempat tersebut.

Berdasarkan pemaparan Anne 
di lokasi ini mampu menyuntikan 
vaksin 2.000 sampai 3.000 orang 
per hari. Anne pun menyebut 
keberadaan Nakes dari TNI amat 
membantu pihaknya dalam meny-
elenggarakan vaksinasi

“Kami ucapkan terimakasih 
kepada Nakes TNI yang telah 
diperbantukan disini. Keberadaan 
Nakes TNI sangat berarti bagi 
kami,” ucap Anne ketika berbin-
cang dangan Panglima TNI.

Sebelumnya Panglima TNI 
juga meninjau sentra vaksinasi 
di Yayasan Margasiswa Perhim-
punan Mahasiswa Khatolik Re-
publik Indonesia (PP PMKRI) 
di Kawasan Menteng Jakarta 
Pusat. Menurut Ketua PM-
KRI Benedictus Papa, PMKRI 
mampu memvaksin 500 sampai 
1.000 orang per hari yang juga 
turut dibantu oleh tenaga kes-
ehatan dari TNI.Q mei

Panglima TNI Minta Mahasiswa
Bantu Sosialisasi Vaksinasi Covid-19

menteri saat melakukan korupsi.
Kurnia berpandangan, se-

mestinya Edhy dijatuhi huku-
man penjara seumur hidup serta 
pencabutan hak politik selama 5 
tahun. Selain itu, pidana penjara 
pengganti 10 tahun jika Edhy 
tidak melunasi uang pengganti.

“Kemudian untuk KPK 
sendiri, dorongan ICW agar 
segera menerbitkan surat per-
intah penyelidikan atas dugaan 
tindak pidana pencucian uang 
kepada Edhy Prabowo,” imbuh-
nya. Dalam kasus ini, Edhy dini-
lai terbukti menerima 77 ribu 
dolar AS dan Rp 24,6 miliar dari 
para pengusaha ekspor benih 
benur lobster (BBL) terkait 
pemberian izin ekspor.O-han

Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sebelumnya 
dalam tuntutannya meminta  
majelis hakim Pengadilan Tin-
dak Pidana Korupsi menjatuh-

BANTUAN MEDIS DARI SINGAPURA
Petugas berusaha menurunkan ‘Oxygen Cylinders’ dari kapal perang Singapura, RSS Endeavour-210 di Pelabuhan Tanjung 
Priok, Jakarta, Rabu (14/7). RSS Endeavour-210 membawa bantuan dan dukungan dari pemerintah Singapura untuk mem-
percepat penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia berupa Filled 250 X 50L Oxygen Cylinders, Iso Tank, Oxygen 
Concentrattors, Oxygen Concentrators Accessories. 

IDN/ANTARA

JAKARTA (IM) - Jaksa 
Agung Sanitiar Burhanuddin 
mengingatkan, Jaksa Agung Muda 
Tindak Pidana Militer Laksamana 
Muda Anwar Saadi yang baru saja 
dilantik agar mampu bergerak 
cepat dalam melaksanakan tugas. 
Menurut Burhanuddin, Anwar 
memiliki tugas berat untuk men-
jawab harapan masyarakat terkait 
peradilan militer.

“Sebagai pionir, Saudara 
dituntut bergerak cepat dan 
mampu meletakan dasar-dasar 
pola kerja dan tata cara kerja 
sehingga pidana militer dapat 
menjawab apa yang jadi harapan 
masyarakat,” ucap Burhanuddin 
di Gedung Kejaksaan Agung 
lewat siaran daring Adhyaksa 
TV Offi cial, Rabu (14/7).

Lebih lanjut Burhanuddin 
meminta Jampidmil segera me-
lebur dan bersinergi dan mem-
bentuk unit kerja asisten pidana 
militer di tingkat kejaksaan tinggi 

yang memiliki pengadilan mili-
ter. Ia pun berharap kehadiran 
Jampidmil mampu mengaksel-
erasi penanganan perkara pidana 
militer yang mencerminkan rasa 
keadilan dan memberikan kepas-
tian hukum.

“Diharapkan dalam melak-
sanakan tugas penuntutan tidak 
terjadi disparitas, khususnya 
dalam hal perkara koneksitas. 
Dan hadirnya Jampidmil mampu 
mengakselerasi penanganan perka-
ra pidana militer yang mencermink-
an rasa keadilan dan memberikan 
kepastian hukum,” katanya.

Selain itu, Burhanuddin 
juga berpesan kepada seluruh 
jajaran Kejaksaan Agung yang 
ditugaskan di bidang pidana 
militer agar secara proaktif  
memberikan masukan sehingga 
dapat menghasilkan kebijakan 
yang dapat bermanfaat bagi 
pelaksanaan tugas di bidang 
pidana militer. Q mei

Jaksa Agung Minta Jampidmil
yang Baru Dilantik Gerak Cepat  

JAKARTA (IM) - Ahli 
Epidemiolog Griffi th University 
Dicky Budiman mengusulkan 
ke pemerintah agar pelaksa-
naan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Darurat diperpanjang. Diketa-
hui, kebijakan PPKM Darurat 
di wilayah Jawa dan Bali berlaku 
sejak 3-20 Juli 2021. “Ya menurut 
saya harus diperpanjang lah,” kata 
Dicky, Rabu (14/7).

Dicky mengatakan, pelak-
sanaan PPKM Darurat saat ini 
masih belum berdampak si-
ginifi kan. Menurutnya,  upaya 
menekan laju penyebaran Co-
vid-19 melalui PPKM Daru-
rat idealnya dilakukan dalam 
kurun waktu 6 minggu. Sebab 
hasil dari kebijakan PPKM 
Darurat tidak instan karena 
memerlukan waktu.

“Selain belum berdampak 
signifi kan juga jadi tangggung 

nanti. Ini sayang banget kita 
sudah ada upaya nih, walaupun 
kan belum optimal, harusnya 
menurut saya yang ideal nih 
enam mingguan melakukan ini,” 
ucapnya.

Dicky mengingatkan meski 
dilakukan PPKM Darurat, tetap 
harus dilakukan penguatan na-
mun 3T (tracing, testing, dan 
treatmen) hingga vaksinas.

Sebelumnya diberitakan, Juru 
Bicara Satuan Tugas (Satgas) 
Penanganan Covid-19 Wiku Adis-
asmito mengatakan, jika kondisi 
penularan Covid-19 belum ter-
kendali, perpanjangan PPKM 
darurat mungkin akan dilakukan.

 Hal itu disampaikannya 
menjawab pertanyaan tentang 
kemungkinan perpanjangan 
pelaksanaan PPKM darurat 
dalam konferensi pers virtual 
pada Selasa (13/7).

“Pemerintah akan terus me-
lihat efek implementasi di la-
pangan. Jika kondisi (Covid-19) 
belum cukup terkendali, maka 
perpanjangan kebijakan (PPKM 
darurat) maupun penerapan 
kebijakan lain bukanlah hal yang 
tak mungkin dilakukan,” ujarnya.

Secara terpisah, Menkeu Sri 
Mulyani Indrawati spun men-
gatakan sedang mempersiapkan 
skenario perpanjangan PPKM 
Darurat hingga 6 minggu ke depan 
karena cepatnya mutasi varian baru 
Delta. Hal itu tertera dalam bahan 
paparan Sri Mulyani dalam rapat 
kerja bersama Badan Anggaran 
(Banggar) DPR RI hari ini, Senin 
(12/7).Perpanjangan PPKM 
Darurat dilakukan bila risiko 
pandemi Covid-19 masih tinggi. 
Dalam paparan juga disebutkan, 
PPKM Darurat sangat berim-
plikasi kepada pertumbuhan 
ekonomi. Q  han

Epidemiolog Usul Pemerintah Perpanjang  
PPKM Darurat Jawa-Bali, Idealnya 6 Minggu

TARGET VAKSINASI NAIK TERMASUK UNTUK ANAK DAN REMAJA
Petugas kesehatan bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 untuk anak 
dan remaja usia 12-17 tahun saat vaksinasi massal di Boxies123 Mall, 
Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/7). Pemerintah memutuskan 
untuk menambah target minimal vaksinasi COVID-19 dari semula 181,5 
juta orang menjadi 208,2 juta orang, seiring kelompok penerima vaksin 
yang diperluas kepada anak-anak dan remaja berusia 12-17 tahun guna 
membentuk kekebalan komunal di tengah masyarakat. 

IDN/ANTARA

dang RI Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 
(1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 
(1) KUHP.

Dalam tuntutannya, jaksa 
juga meminta hakim men-
jatuhkan denda untuk Edhy 
Prabowo sebesar Rp 400 juta 
subsider 6 bulan kurungan. 

“Menjatuhkan pidana pen-
jara kepada Edhy Prabowo se-
lama 5 tahun penjara dikurangi 
masa tahanan sementara dan 
denda, dengan perintah tetap 
ditahan” kata jaksa.

Edhy juga dikenakan pidana 
tambahan untuk membayar 
uang pengganti sebesar Rp 
9.687.447.219 dan 77.000 dol-
lar Amerika Serikat. “Jika tidak 
diganti maka harta benda akan 
disita oleh negara jika harta tidak 
mencukupi maka akan diganti 
hukuman pidana 2 tahun pen-
jara,” ucap jaksa.Q han

RUU Larangan Minuman Beralkohol
Dinilai Tak Urgen Dibadingkan RUU Lainnya

JAKARTA (IM) - Per-
wakilan Pengurus Besar (PB) 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 
Gerald Mario Semen ber-
pendapat, RUU tentang Laran-
gan Minuman Beralkohol tidak 
memiliki urgensi yang tinggi jika 
dibandingkan RUU lainnya.

Berdasarkan Riset Kes-
ehatan Dasar (Riskesdas) 2007 
dan 2018, prevalensi konsumsi 
alkohol jauh lebih kecil diband-
ingkan dengan konsumsi ro-
kok pada penduduk di atas usia 
10 tahun.

“Penggunaan alkohol itu 
sangat jauh lebih kecil, hanya 
sekitar hampir 10 persen dari 
penggunaan rokok atau tem-
bakau. Sehingga kalau kita ber-
bicara urgensi, RUU tentang 
Larangan Minuman Beralko-
hol ini tidak memiliki urgensi 
yang tinggi,” kata Gerald dalam 
rapat dengar pendapat umum 
(RDPU) dengan Badan Legis-
lasi (Baleg) DPR, Rabu (14/7).

Gerald mengungkapkan, 
prevalensi konsumsi alkohol 
pada penduduk usia di atas 10 
tahun mencapai 3 persen. Ke-
mudian pada Riskesdas 2018, 
prevalensi konsumsi alkohol 
pada penduduk usia di atas 10 
tahun sebesar 3,3 persen.

Sementara, prevalensi 

perokok usia di atas 10 tahun 
berdasarkan Riskesdas pada 
2007 mencapai 28,8 persen 
dan Riskesdas 2018 mencapai 
29,3 persen. Dengan melihat 
data tersebut, Gerald meny-
impulkan bahwa penggunaan 
tembakau atau konsumsi rokok 
justru lebih bermasalah.

“Maka kami titip pesan 
bahwa barangkali ada hal ur-
gen yang lebih besar daripada 
masalah alkohol ini adalah 
masalah tembakau dan rokok,” 
ujarnya.

Kendati demikian, Ger-
ald mendukung apabila ada 
aturan hukum untuk pengen-
dalia minuman beralkohol, 
bukan pelarangan. Pengendal-
ian tersebut bertujuan untuk 
membatasi atau mengatur 
konsumsi minuman beralkohol 
pada daerah tertentu.

“Kami sangat mendukung 
sekali adanya pengaturan ter-
hadap penggunaan alkohol 
ini apakah dibatasi atau diatur 
pada area atau lokasi-lokasi 
tertentu,” tuturnya.

Gerald menyampaikan be-
berapa usulan IDI terkait pen-
gaturan minuman beralkohol. 
Usulan tersebut antara lain ter-
kait batas kandungan alkohol 
pada minuman yang beredar, 

tempat yang diperbolehkan 
menjual minuman beralkohol, 
serta batas usia orang yang 
boleh mengkonsumsi minu-
man beralkohol.

“Batas kandungan alkohol 
yang ada di minuman itu yang 
harus diatur barangkali, apakah 
itu 10 persen atau lebih kecil. 
Kemudian, tempat-tempat 
yang diperbolehkan menjual 
minuman beralkohol, dan 
batas usia,” katanya.

“Kalau kita lihat memang 
batas usia, pada kelompok 
10 tahun itu memang sangat 
berisiko terhadap timbulnya 
berbagai gangguan baik fi sik 
maupun mental. Maka harus 
diatur apakah itu harus 17 
tahun atau memiliki KTP 
dan lain-lain, sehingga tidak 
disalahgunakan UU ini,” sam-
bungnya.

Sebelumnya, DPR telah 
mengesahkan 33 RUU masuk 
dalam daftar Prolegnas Priori-
tas 2021 pada rapat paripurna, 
Selasa (23/3) lalu. Adapun 33 
RUU itu di antaranya terdiri dari 
usulan DPR (21), usulan pemer-
intah (10), usulan DPD (2). 
RUU Larangan Minuman Ber-
alkohol masuk dalam Prolegnas 
Prioritas 2021 dan merupakan 
inisiatif  DPR.Q han

SIDANG VONIS ROHADI
Jurnalis merekam sidang pembacaan vonis bagi 
terdakwa mantan Panitera Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara Rohadi yang digelar secara virtual 
dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih 
KPK, Jakarta, Rabu (14/7). Majelis Hakim memvonis 
Rohadi tiga tahun enam bulan penjara dan denda 
Rp300 juta subsider empat bulan kurungan karena 
terbukti bersalah atas kasus menerima suap sebe-
sar Rp1,21 miliar dari anggota DPRD Papua Barat 
periode 2009-2014 Robert Melianus Nauw dan 
Jimmy Demianus Ijie terkait pengaturan perkara 
di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. 

IDN/ANTARA

Dari isi penjelasan pasal ini 
maka pada dasarnya jika ses-
eorang membuat video perseng-
gamaan atau persetubuhan untuk 
kepentingannya sendiri maka 
tidak mengapa. Dengan catatan 
video tersebut hanya untuk ke-
pentingan dirinya sendiri.

Akan tetapi jika video tersebut 
kemudian tersebar dan ditonton 
banyak orang, maka pelaku pembuat 
dan penyebar video dapat dikenakan 
sanksi berdasarkan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi , dengan ancaman 
pidana berupa pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan/
atau pidana denda paling sedikit Rp. 
250.000.000,- (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Kemudian bagaimana den-
gan seseorang yang ikut menye-
barkan video yang bermuatan 
pornografi  tersebut? 

Selain dapat dikenakan sanksi 
berdasarkan ketentuan Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 44 Ta-
hun 2008 tentang Pornografi . Bagi 
setiap orang yang sengaja ikut me-
nyebarkan video yang bermuatan 
pornografi  seperti video perseng-
gamaan atau persetubuhan melalui 
media elektronik, maka pelaku 
dapat dikenakan sanksi berdasar-
kan Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 27 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 
19 tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 

Pelaku diancam pidana 
berupa pidana penjara pal-
ing lama 6 (enam) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000.Q mei

PT. MITRA PENJAMINAN NASIONAL
PENGUMUMAN RENCANA

PENGAMBILALIHAN
PT. MITRA PENJAMINAN NASIONAL 
(“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan hukum negara Republik 
Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan 
dengan ini mengumumkan bahwa seluruh 
pemegang saham Perseroan secara 
bersama-sama akan melakukan pengalihan 
sebesar 100% saham milik para pemegang 
saham dalam Perseroan kepada Tuan ARTHUR 
SABARUDIN dan Tuan MUHAMMAD ALIF 
PRASODJO dan atas pengalihan tersebut     
akan menyebabkan perubahan pemegang 
saham pengendali pada Perseroan       
(“Pengambilalihan”).

Bagi kreditur atau pihak-pihak yang    
berkepentingan lainnya yang berkeberatan atas 
rencana Pengambilalihan tersebut dapat 
menghubungi atau mengajukan keberatan 
secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
tanggal pengumuman ini kepada Direksi 
Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

Gedung Twink Center Lt 3
Jl. Kapten Tendean No.82, Mampang Prapatan,

Jakarta Selatan

Pengumuman ini dimuat dalam rangka 
pemenuhan ketentuan dalam perundang- 
undangan yang berlaku, yaitu Pasal 127 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas.

Jakarta, 15 Juli 2021
Direksi

PT. MITRA PENJAMINAN NASIONAL

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN 
REKSA DANA SYAILENDRA INDO BALANCE FUND

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA SYAILENDRA 
INDO BALANCE FUND (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana 
pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA INDO BALANCE FUND 
(“SYAILENDRA INDO BALANCE FUND”). 

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian memutuskan untuk 
membubarkan REKSA DANA SYAILENDRA INDO BALANCE FUND tanpa 
menunggu berakhirnya jangka waktu kewajiban membubarkan Reksa Dana 
apabila total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000,- 
(sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-
turut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana 
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020  tentang Perubahan atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa 
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana termaktub dalam 
Kesepakatan Pembubaran SYAILENDRA INDO BALANCE FUND tertanggal 
13 Juli 2021. 

2. Pada tanggal 15 Juli 2021, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana 
pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA INDO BALANCE FUND kepada 
Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian 
untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA INDO 
BALANCE FUND sejak tanggal 15 Juli 2021.

3. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan 
ditandatanganinya akta pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA INDO 
BALANCE FUND di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 15 Juli 2021
Manajer Investasi selaku likuidator 

SYAILENDRA INDO BALANCE FUND
PT Syailendra Capital

terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


